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TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum
Perlindungan hukum merupakan sistem yang menjamin keamanan subjek-

subjek hukum melalui penerapan regulasi yang berlaku, dengan didukung sanksi
sebagai instrumen penegakan. Perlindungan hukum terbagi menjadi dua jenis:
preventif yang berorientasi pada pencegahan, dan represif yang fokus pada penindakan.
Dalam konteks negara hukum, sistem perlindungan hukum menjadi elemen esensial
dan merupakan konsekuensi alamiah dari nilai-nilai yang dianut dalam konsep negara
hukum.!!

Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum berperan
memberikan perlindungan terhadap HAM yang dirugikan pihak lain, sehingga
masyarakat dapat menggunakan hak-hak yang dijamin hukum secara optimal. D1 sisi
lain, Soedikno Mertokusumo memaknai perlindungan hukum sebagai bentuk jaminan
atas hak dan kewajiban manusia, baik untuk kepentingan individu maupun dalam
konteks interaksi sosial kemasyarakatan.'?

Philipus M. Hadjon memandang perlindungan hukum sebagai upaya
melindungi martabat dan harkat manusia, serta pengakuan terhadap hak-hak dasar yang
dimiliki subjek hukum berdasarkan ketentuan dan otoritas hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum umumnya diwujudkan dalam bentuk peraturan tertulis, yang

1 Zaini, A. (2020). Negara Hukum, Demokrasi, dan HAM. 4! Qisthas Jurnal Hukum dan

Politik, 11(1), 13-48.

12 Gegen, G., & Santoso, A. P. A. (2022). Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi
Covid-19. Qistie, 14(2), 25-38.
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memiliki sifat mengikat dan mengandung konsekuensi berupa pengenaan sanksi bagi

pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadapnya.'?

Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Secara teoretis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan mekanisme perlindungan yang

diimplementasikan oleh pemerintah dengan fokus pada upaya pencegahan
sebelum terjadinya pelanggaran. Mekanisme ini dimanifestasikan dalam berbagai
regulasi perundang-undangan yang berfungsi sebagai instrumen pencegahan
pelanggaran serta memberikan arahan atau batasan yang jelas dalam pelaksanaan
suatu kewajiban.!*
Ciri-ciri perlindungan hukum preventif:
a) Dimaksudkan untuk pencegahan
b) Dilakukan sebelum terjadinya sengketa
c) Bersifat pencegahan melalui peraturan perundang-undangan
d) Memberikan rambu-rambu dan pedoman

e) Mencegah terjadinya kerugian bagi subjek hukum

13 Putra, A. A., Budiartha, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja
Dengan Perjanjian Kerja Waktu di Indonesia. Jurnal Interpretasi Hukum, 1(2), 12-17.

14 Satria, M., & Handoyo, s. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan
Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia. Journal De Facto, 8(2), 108-121.

23



b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan yang diterapkan
sebagai solusi terakhir melalui pengenaan sanksi, mencakup denda, hukuman
kurungan, dan berbagai konsekuensi hukum tambahan, yang diberlakukan pasca
terjadinya konflik atau pelanggaran. Esensi dari perlindungan hukum represif
adalah untuk mengatasi dan menyelesaikan sengketa yang sudah berlangsung.!'
Ciri-ciri yang melekat pada perlindungan hukum represif:
a) Bersifat penindakan
b) Dilakukan setelah terjadi sengketa
c¢) Bertujuan menyelesaikan sengketa
d) Memberikan sanksi hukum

e) Memulihkan hak-hak yang telah dirugikan

2. Prinsip Perlindungan Hukum
Landasan fundamental perlindungan hukum terhadap kebijakan pemerintah
bersumber dari dan berakar pada paradigma pengakuan serta penjaminan hak asasi
manusia. Selain itu, pilar penting yang menjadi dasar perlindungan hukum terhadap
tindakan administratif pemerintah adalah konsep negara hukum. Dalam konteks

hubungannya dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak fundamental

15 Ansa, C. B. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pinjaman Online
Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa keuangan. Lex Administratum, 12(1).
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manusia, aspek ini mendapatkan prioritas utama dan memiliki hubungan erat dengan
tujuan fundamental negara hukum.'®

Prinsip-prinsip perlindungan hukum meliputi:

a) Prinsip kepastian hukum (rechtmatigheid)

b) Prinsip keadilan (gerectigheit)

¢) Prinsip kemanfaatan (zwechmatigheid)

d) Prinsip keseimbangan

e) Prinsip transparansi'’

Sarana Perlindungan Hukum
Sarana perlindungan hukum terbagi menjadi dua kategori yang dapat
diidentifikasi sebagai berikut:
a) Sarana Perlindungan Hukum Preventif
Mekanisme perlindungan hukum preventif menyediakan ruang bagi subjek
hukum untuk mengajukan keberatan atau menyampaikan pandangan sebelum
penetapan final keputusan pemerintah. Esensinya adalah mencegah munculnya
konflik.'® Bentuk perlindungan ini memiliki nilai strategis dalam ranah kebijakan

pemerintah yang didasarkan pada keleluasaan bertindak, karena mendorong

16 Tampubolon, W. S. (2020). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau dari Undang
Undang Perlindungan Konsumen. Jurnal llmiah Advokasi, 4(1), 53-61.

17 Aadhiroh, A. N. (2019). Tanggung Jawab Kurator Terhadap Hak Pekerja.

18 Permadi, I. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda Dengan Cara
Itikad Baik Demi Kepastian Hukum. Yustisia, 5(2), 448-467.
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aparatur pemerintah untuk bertindak lebih cermat ketika mengambil keputusan
berbasis diskresi.'
b) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Mekanisme perlindungan hukum represif bertujuan mengatasi konflik yang
telah muncul. Di Indonesia, mekanisme perlindungan hukum melalui jalur
Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi termasuk dalam ranah perlindungan
hukum represif. Basis dari prinsip perlindungan hukum terhadap kebijakan
pemerintah berakar dan bersumber pada filosofi pengakuan dan perlindungan

terhadap hak-hak fundamental manusia.?’

4. Teori Perlindungan Hukum
Berikut adalah interpretasi konsep perlindungan hukum menurut berbagai
pakar:
a. Harjono menjelaskan bahwa perlindungan hukum dalam terminologi
anglophone dikenal sebagai "legal protection", sedangkan dalam bahasa
Belanda disebut "rechtsbecherming". Menurut Harjono, perlindungan hukum
dapat dikonseptualisasikan sebagai bentuk perlindungan yang menggunakan
sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh sistem legal, yang
ditujukan untuk melindungi kepentingan-kepentingan spesifik. Perlindungan

ini diwujudkan dengan mentransformasikan kepentingan-kepentingan yang

19 Sinaulan, J. H. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat. Ideas: Jurnal
Pendidikan, Sosial, dan Budaya, 4(1).

20 Mawanda, M. K., & Mubhshi, A. (2019). Perlindungan Hukum Mitra Ojek Daring di
Indonesia. Lentera Hukum, 6, 35.
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memerlukan perlindungan tersebut menjadi hak hukum yang diakui secara
formal.?!

Dalam perspektif Setiono, perlindungan hukum merupakan aksi atau upaya
yang bertujuan melindungi masyarakat dari tindakan arbitrer penguasa yang
tidak selaras dengan ketentuan hukum. Tujuannya adalah menciptakan
ketertiban dan ketentraman yang memungkinkan manusia untuk
mengaktualisasikan martabatnya sebagai individu.??

C.S.T Kansil mengartikan perlindungan hukum sebagai seluruh instrumen legal
yang wajib disediakan oleh aparatur penegak hukum untuk memberikan
jaminan keamanan, baik secara psikologis maupun fisik, dari berbagai
gangguan dan ancaman potensial dari pihak manapun.?’

Satjipto Rahardjo, dalam karyanya Ilmu Hukum, mengutip pandangan
Fitzgerald terkait teori perlindungan hukum menurut Salmond. Ia menerangkan
bahwa finalitas hukum adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat
melalui upaya mengintegrasikan dan mengoordinasikan beragam kepentingan
yang ada. Dalam dinamika berbagai kepentingan yang saling bersinggungan,
perlindungan terhadap suatu kepentingan hanya dapat direalisasikan dengan

membatasi kepentingan lain. Hukum bertugas mengatur hak dan kepentingan

2l Harjono. (2008). Perlindungan Hak asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia. Jakarta: Konstitusi

Press.

22 Setiono. (2004). Rule Of Law (Supremasi Hukum). Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
PKansil, C. S. T. (1989). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Cet. ke-7).
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manusia, sehingga memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan mana
kepentingan yang perlu diatur dan dilindungi.?*

Hukum berfungsi mengatur hak serta kepentingan manusia, sehingga
memiliki wewenang tertinggi untuk menetapkan kepentingan mana yang perlu
diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum sendiri terbentuk melalui proses
bertahap, dimulai dari adanya ketentuan hukum dan berbagai regulasi yang
dikonstruksikan oleh masyarakat. Pada hakikatnya, regulasi-regulasi tersebut
merupakan hasil konsensus bersama yang bertujuan mengatur interaksi
antaranggota masyarakat maupun antara individu dengan pemerintah sebagai

representasi kepentingan publik.?

B. Tinjauan Umum Kebebasan Berpendapat
Kebebasan berpendapat adalah bentuk hak asasi manusia paling fundamental

dan terjamin dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional.?®
Kebebasan berpendapat adalah hak setiap individu untuk menyatakan pikiran,
pandangan, dan pendapat dengan leluasa tanpa adanya tekanan atau ancaman oleh

pihak manapun. ?’

24 Sinaulan, J. H. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat. Ideas: Jurnal Pendidikan,
Sosial, dan Budaya, 4(1).

% Moertiono, R. J. (2021). Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Teori Perlindungan
Hukum. A4/l fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety, 1(3), 252-262.

26 Warong, K. M. (2020). Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapat Oleh
Organisasi Kemasyarakatan di Media Sosial. Lex Administratum, 8(5).

27 Bakhtiar, N. Y., & Bima, M. R. (2020). Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat di Muka Umum. Journal
of Lex Theory (jlt), 1(1), 41-58.
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Teori kebebasan berpendapat dalam era digital dapat ditelusuri dari pemikiran
John Stuart Mill, seorang filsuf dan ekonom terkemuka abad ke-19. Dalam karya
klasiknya On Liberty (1859), Mill menegaskan pentingnya kebebasan individu dalam
mengemukakan pendapat, termasuk pendapat yang bersifat kontroversial atau

menyimpang dari pandangan umum.*3

Pengertian Kebebasan Berpendapat

Secara etimologis, istilah kebebasan berpendapat terdiri dari dua kata, yaitu
"kebebasan" dan "pendapat". Kata "kebebasan" berasal dari kata "bebas", yang berarti
tidak terikat, tidak terhambat, atau tidak terganggu, sehingga seseorang dapat
bertindak, berbicara, atau bergerak dengan leluasa. Sementara itu, "pendapat" merujuk
pada pikiran, pandangan, hasil pemikiran, atau penilaian seseorang terhadap suatu

persoalan.?

Doxing dengan Kebebasan Berpendapat

Doxing adalah tindakan mengungkapkan atau menyebarluaskan informasi
pribadi seseorang tanpa izin, biasanya dengan maksud untuk mengintimidasi,
mempermalukan, atau membahayakan individu tersebut. Informasi yang disebarkan

dapat berupa alamat rumah, nomor telepon, identitas keluarga, atau data lainnya yang

28 Bahram, M. (2023). Tantangan Hukum dan Etika (Rekayasa Sosial Terhadap Kebebasan
Berpendapat di Dunia Digital). Sentri:Jjurnal Riset IImiah, 2(12), 5092-5109.

2 Pangesti, B. (2019). Penyelesaian Perbedaan Pendapat Antara Papera dan Oditur Mengenai
Pelimpahan Perkara Tindak Pidana Ringan yang Dilakukan Oleh Militer (Doctoral Dissertation,
UAJY).

29



bersifat sensitif dan bersumber dari pencarian digital atau rekayasa sosial (social
engineering).*°

Dalam konteks hukum dan HAM, doxing dikategorikan sebagai bentuk
pelanggaran privasi dan dapat mengarah pada tindak pidana jika mengakibatkan
kerugian atau ancaman terhadap korban. Berbeda dengan kebebasan berpendapat, yang
merupakan hak konstitusional setiap individu untuk menyampaikan pikiran, kritik, atau
opini secara bebas di ruang publik, termasuk media sosial, selama tidak melanggar
hukum atau hak orang lain. Kebebasan berpendapat dijamin dalam Pasal 28E ayat (3)
UUD 1945 dan Pasal 23 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perbedaan
utama terletak pada niat dan akibatnya kebebasan berpendapat ditujukan untuk
menyampaikan ide atau kritik secara sah dan terbuka, sedangkan doxing lebih sering
dilakukan untuk merugikan pihak lain secara personal dan tidak relevan dengan
substansi opini publik.*! Doxing bukanlah bagian dari ekspresi yang dilindungi, karena

melanggar privasi dan mengancam keamanan individu.

. Dasar Hukum Kebebasan Berpendapat

Di Indonesia, selain dari UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008, jo. UU No. 19 Tahun
2016) dan UU Nomor 1 Tahun 2023 kebebasan berpendapat dijamin dalam berbagai

peraturan perundang-undangan:

30 Fahmi, 1. (2021). Kebebasan Berekspresi di Dunia Digital: Antara Hak dan Etika. Jurnal
Komunikasi Hukum, 7(2), 230-243.

31 Setiadi, A. (2023). Privasi dan Keamanan Digital: Menyoal Praktik Doxing dalam Perspektif Hukum
Indonesia. Jurnal Cyber Law & Policy, 5(1), 45-60.
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a) Undang-Undang Dasar 1945

- Pasal 28 UUD 1945: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan
pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-
undang."

- Pasal 28E ayat (3): "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul,
dan mengeluarkan pendapat.”

- Pasal 28F: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk
mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan
informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

b) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
¢) UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka
Umum, Undang-undang ini mengatur tentang:

- Tata cara menyampaikan pendapat di muka umum

- Hak dan kewajiban peserta dan penyelenggara

- Bentuk-bentuk penyampaian pendapat

- Sanksi terhadap pelanggaran

d) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
e) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
f) Instrumen Hukum Internasional
- Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

- ASEAN Human Rights Declaration
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g) Batasan Kebebasan Berpendapat

Meskipun kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental, namun tetap
memiliki batasan-batasan:

- Tidak boleh melanggar hak asasi orang lain

- Tidak boleh mengganggu ketertiban umum

- Tidak boleh memuat unsur SARA

- Tidak boleh memuat konten pornografi

- Tidak boleh mengandung unsur penghinaan dan pencemaran nama baik

- Harus memperhatikan nilai-nilai agama dan kesusilaan

C. Tinjauan Umum Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Media sosial merupakan ekosistem digital yang berfungsi sebagai wadah
interaksi sosial dalam lingkungan internet. Melalui platform ini, pengguna dapat
berpartisipasi secara aktif, menyebarkan informasi, serta menghasilkan berbagai
konten digital seperti blog, jejaring sosial, wiki, forum diskusi, maupun
lingkungan virtual.*?

Boyd dan Ellison mengkonseptualisasikan media sosial sebagai layanan
berbasis web yang memfasilitasi individu untuk membangun hubungan sosial di

ruang virtual. Platform ini memungkinkan seseorang untuk mengonstruksi profil

32 Kosasih, E. (2019). Literasi Media Sosial Dalam Pemasyarakatan Sikap Moderasi Beragama. Jurnal
Bimas Islam Vol, 12(2), 264.
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personal, memvisualisasikan koneksi dengan pengguna lainnya, serta
menampilkan beragam bentuk relasi yang terjalin antar pengguna dalam ekosistem

yang tersedia.>

2. Karakteristik Media Sosial
a. Jaringan (network)

Media sosial memiliki identitas khas sebagai struktur jejaring sosial.
Sistem ini dibangun di atas infrastruktur sosial yang terbentuk melalui
konektivitas internet. Karakteristik utamanya adalah kapasitasnya dalam
memfasilitasi terbentuknya hubungan antarpengguna, tanpa memandang
apakah mereka saling mengenal dalam dunia fisik atau tidak. Melalui
infrastruktur teknologi, media sosial memungkinkan interaksi yang
berkembang menjadi komunitas atau masyarakat digital. Komunitas ini, baik
secara sadar maupun tidak, akan merefleksikan dan membentuk nilai-nilai
sosial sebagaimana dijelaskan dalam berbagai teori kemasyarakatan.

b. Informasi (information)

Informasi merupakan komponen fundamental dalam ekosistem media
sosial. Pengguna mengkonstruksi identitas digital, memproduksi konten, dan
berinteraksi dengan pengguna lain berdasarkan informasi yang tersedia. Dalam

konteks masyarakat informasi, informasi telah bertransformasi menjadi

33 Nurozita, A. (2019). Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Perilaku Sosial Siswa Kelas X1
MAN 2 Banjarnegara. Jurnal Research Repository Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.
Http://repository. Umy. Ac. 1d/bitstream/handle/123456789/29271/bab ii. Pdf.
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komoditas yang memiliki nilai intrinsik. Informasi diproduksi, didistribusikan,
dan dikonsumsi oleh pengguna media sosial, menjadikannya sebagai aset
bernilai yang bersifat resiprokal.** Substansi informasi ini pada dasarnya
dihasilkan dan didiseminasikan oleh pengguna sendiri. Melalui dinamika
konsumsi dan pertukaran informasi inilah terbentuk jaringan antarpengguna
yang secara sadar maupun tidak mengarah pada terbentuknya masyarakat
berjejaring (network society).
c. Arsip (archive)

Bagi komunitas pengguna media sosial, keberadaan sistem arsip
merupakan karakteristik distingtif yang mengindikasikan bahwa informasi
dapat disimpan dan diakses kembali kapanpun melalui berbagai perangkat
digital. Media sosial bahkan dapat dikonseptualisasikan sebagai perpustakaan
virtual yang menyimpan spektrum informasi tentang berbagai aspek
kehidupan.

d. Interaksi (interactivity)

Salah satu elemen fundamental media sosial adalah terciptanya jaringan
interkoneksi antarpengguna. Jaringan ini tidak sekadar memperluas daftar
relasi atau pengikut secara daring, tetapi juga mengharuskan adanya interaksi

dinamis di antara para pengguna. Manifestasi interaksi paling elementer yang

34 Filippas, A., & Horton, J. (2021). The Production and Consumption of Social Media. arXiv.
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.

f.

umum ditemui di platform media sosial adalah aktivitas pemberian komentar
atau indikasi apresiasi ("like").
Simulasi Sosial (simulation of society)

Media sosial berfungsi sebagai ruang bagi masyarakat untuk
berinteraksi di dunia maya. Di dalamnya, pola interaksi yang terjadi memang
sering menyerupai kehidupan nyata, namun pada dasarnya merupakan simulasi
yang kadang sangat berbeda dari realitas. Fitur-fitur di media sosial
memungkinkan setiap orang untuk membangun identitas baru, bahkan dapat
menampilkan diri yang sangat berbeda dari kehidupan aslinya, seperti
mengubah jenis kelamin, status hubungan, hingga menggunakan foto profil
yang tidak sesuai dengan identitas sebenarnya.

Konten oleh pengguna (user-generated content)

Aspek distingtif lainnya dari ekosistem media sosial adalah keberadaan
konten yang dikreasikan oleh pengguna, yang dikenal secara luas dengan
terminologi user generated content (UGC). Konsep ini menekankan bahwa
keseluruhan substansi dalam platform media sosial sepenuhnya merupakan
hasil kontribusi dari para pengguna atau pemilik akun. Fenomena konten kreasi
pengguna ini menjadi indikator bahwa dalam lanskap media sosial, masyarakat
tidak hanya berperan sebagai produsen konten dalam ruang digital yang

bersifat personal sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Jordan sebagai "their
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own individualized place" tetapi juga secara simultan berperan sebagai
konsumen konten yang diproduksi oleh entitas pengguna lainnya.>’
3. Jenis-jenis Media Sosial

a. Platform Jejaring Sosial (Social networking)
Platform jejaring sosial merupakan salah satu kategori media sosial dengan
tingkat penetrasi tertinggi. Melalui ekosistem ini, pengguna dapat
mengembangkan dan mempertahankan koneksi sosial dalam ruang digital,
termasuk menerima berbagai implikasi dari interaksi tersebut. Karakteristik
fundamental dari platform jejaring sosial adalah kapabilitasnya dalam
memfasilitasi pembentukan jaringan pertemanan, baik dengan individu yang
telah dikenal sebelumnya dan mungkin pernah berinteraksi secara langsung,
maupun dengan entitas baru yang ditemui dalam lingkungan daring. Ilustrasi
prominan dari platform jejaring sosial adalah Facebook dan LinkedIn.*®

b. Media Penerbitan Personal (blog)
Blog merupakan varian media sosial yang memungkinkan pengguna untuk
mendokumentasikan aktivitas keseharian, memberikan tanggapan, serta
mendistribusikan tautan, informasi, dan berbagai konten lainnya. Pada fase
awal perkembangannya, blog merupakan situs pribadi yang berisi kompilasi

tautan menuju berbagai situs menarik dan diperbarui secara periodik.>” Dalam

35 Andih, D. C. (2022). Peran Media Sosial (Facebook, Instagram, Y outube) Dalam Menarik
Wisatawan Mengunjungi Objek Wisata Tetempangan Hill Kab. Minahasa Prov. Sulawesi

Utara. Jurnal Ekonomi dan Pariwisata, 13(1).

3 Mulyana, D. (2022). Komunikasi di Era Media Sosial. Bandung: Remaja Rosdakarya.

37 Mayasari, R., & Wulandari, T. (2021). Evolusi Blog sebagai Media Komunikasi Digital dalam
Perspektif Teknologi dan Sosial. Jurnal Ilmu Komunikasi Digital, 3(2), 101-113.
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evolusinya, blog bertransformasi menjadi wadah bagi pemiliknya untuk
mempublikasikan jurnal pribadi dan menyediakan ruang interaktif berupa
kolom komentar bagi audiens. Dari perspektif teknis, blog dapat
diklasifikasikan menjadi dua kategori: situs personal dengan domain
independen seperti .com atau .net, dan blog dengan fasilitas gratis yang
disediakan oleh layanan seperti WordPress atau Blogspot.®

c. Media Penerbitan Ringkas atau microblog (micro-blogging)
Microblogging pada prinsipnya memiliki kemiripan dengan blog
konvensional, namun dengan karakteristik lebih kompak dan sederhana.
Platform media sosial jenis ini memfasilitasi pengguna untuk
mendokumentasikan dan membagikan aktivitas atau opini secara singkat dan
padat. Twitter merepresentasikan contoh paling menonjol dari kategori
microblogging.

d. Platform Berbagi Media (media sharing)
Platform berbagi media menyediakan infrastruktur bagi pengguna untuk
mendistribusikan berbagai format media, mulai dari dokumen, konten video,
audio, hingga materi visual. Beberapa representasi platform berbagi media
yang memiliki basis pengguna signifikan antara lain YouTube, Flickr,

Photobucket, dan Snapfish.*

38 WordPress.com. (2023). What is a blog? Retrieved from https://wordpress.com/learn/what-is-a-blog

39 Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2020). Users of the world, unite! The challenges and opportunities
of Social Media. Business Horizons, 63(1), 59-68.
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e. Sistem penanda sosial (social bookmarking)
Sistem penanda sosial merupakan kategori media sosial yang berfungsi untuk
mengorganisasi, menyimpan, mengelola, dan melakukan pencarian informasi
atau konten berita secara daring. Platform penanda sosial yang telah
mendapatkan popularitas mencakup Delicious, StumbleUpon, Digg, Reddit,
serta LintasMe yang berbasis di Indonesia.

f. Media konten bersama atau wiki
Wiki adalah platform media sosial yang kontennya dibangun secara kolaboratif
oleh para pengguna. Mirip dengan ensiklopedia atau kamus, wiki menyajikan
penjelasan, sejarah, dan referensi terkait suatu istilah, di mana seluruh isi
tersebut dikerjakan bersama oleh komunitas pengguna melalui kerja sama

dalam mengisi dan memperbarui konten di situs tersebut.*’

D. Tinjauan Umum UU ITE

1. Latar Belakang UU ITE
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 (UU ITE) merupakan payung hukum bagi penyelenggaraan kegiatan di ruang
siber di Indonesia. UU ITE lahir sebagai respon terhadap perkembangan teknologi
informasi yang sangat pesat dan kebutuhan akan pengaturan yang jelas mengenai

aktivitas di dunia maya.

40 Setiadi, A.(2023). Pemanfaatan media sosial untuk efektifitas komunikasi.
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Jika kita melihat dari sudut pandang perubahan sosial, revisi Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU
ITE 2008) menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE 2016) dipicu
oleh perubahan perilaku masyarakat. Seperti telah dijelaskan sebelumnya,
perubahan perilaku ini sangat dipengaruhi oleh proses modernisasi sebagai
dampak dari globalisasi yang meluas, salah satunya ditandai dengan meningkatnya
jumlah pengguna internet, khususnya media sosial. Kondisi ini menyebabkan
munculnya berbagai kasus yang berkaitan dengan informasi dan transaksi
elektronik, terutama kejahatan siber (cybercrime). Lonjakan kasus kejahatan siber
ini terjadi secara signifikan pada tahun 2014, terutama pada masa pemilihan
presiden. Fenomena tersebut menjadi alasan utama dilakukannya reformasi
terhadap sejumlah pasal dalam UU ITE 2008, sehingga lahirlah UU ITE 2016. Hal
ini karena UU ITE 2008 dianggap belum mampu menyelesaikan berbagai
persoalan baru, terutama dalam membangun etika bermedia sosial yang sejalan
dengan kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi.*!

2. Ruang Lingkup UU ITE
a) Informasi Elektronik
Informasi elektronik mengacu pada entitas tunggal atau agregasi data dalam
format digital, yang dapat memanifestasikan diri dalam berbagai bentuk seperti

tulisan, audio, visual, kartografi, desain, fotografi, pertukaran data elektronik

41 Fitri, S. N. (2022). Politik Hukum Pembentukan Cyber Law Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik Di Indonesia. Jurnal Justisia: Jurnal Illmu Hukum, Perundang-Undangan dan
Pranata Sosial, 7(1), 104-124.
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(EDI), korespondensi elektronik (email), telegram, telex, transmisi faksimile,
atau manifestasi serupa lainnya, termasuk representasi alfanumerik, simbol
akses, kode, emblem, atau perforasi yang telah mengalami pemrosesan
sehingga mengandung signifikansi atau dapat diinterpretasikan oleh individu
yang memiliki kompetensi relevan.*?
b) Transaksi Elektronik
Transaksi elektronik adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan dengan
memanfaatkan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya
sebagai sarana utama. Dalam praktiknya, transaksi elektronik mencakup
berbagai aktivitas, seperti pembelian barang secara daring, pengiriman
dokumen digital, penandatanganan kontrak elektronik, hingga pembayaran
secara online.*
c) Sistem Elektronik

Sistem elektronik merupakan ekosistem terintegrasi dari perangkat dan
protokol berbasis teknologi elektronik yang memiliki fungsionalitas untuk
mempersiapkan, mengakuisisi, memproses, menganalisis, menyimpan,
memvisualisasikan, mempublikasikan, mentransmisikan, dan/atau

mendistribusikan informasi dalam format elektronik.**

42 Indirwan Dwi Ridho, M. (2020). Tanggung Jawab Yuridis Pelaku Penyebaran Virus Komputer
Melalui E-mail Menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun
2016. Uniska.

43 Perdana, A., & Dahlan, M. (2021). Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui
Media Elektronik. Jurnal llmu Hukum, 2(1).

# Sugianto, Q. F. (2019). Peluang dan Tantangan Calon Notaris Dalam Menghadapi Perkembangan
Disrupsi Era Digital. Notarius, 12(2), 656-668.
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3. Pasal-pasal Terkait Kebebasan Berpendapat

a) Pasal 27 ayat (3)
Pasal ini mengatur larangan bagi siapa pun untuk mendistribusikan atau
menyebarluaskan informasi elektronik yang mengandung unsur penghinaan
atau pencemaran nama baik terhadap orang lain. Memiliki ancaman hukuman
yaitu Penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta

b) Pasal 28 ayat (2)
Ketentuan ini melarang penyebaran informasi yang bertujuan memicu
kebencian atau permusuhan terhadap individu maupun kelompok masyarakat
tertentu berdasarkan suku, agama, ras, atau antar-golongan (SARA). Memiliki
ancaman hukuman yaitu Penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling
banyak Rpl miliar

c) Pasal 29
Pasal ini mengatur larangan mengirimkan informasi elektronik yang berisi
ancaman kekerasan atau upaya menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi
kepada seseorang. Memiliki ancaman hukuman yaitu Penjara paling lama 4

tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta

4. Ketentuan Pidana dalam UU ITE
a) Pasal 45 ayat (3)
Sanksi pidana bagi pelanggar Pasal 27 ayat (3) dengan pidana penjara paling
lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh

ratus lima puluh juta rupiah).
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b) Pasal 45A ayat (2)

Sanksi pidana bagi pelanggar Pasal 28 ayat (2) dengan pidana penjara paling

lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu

miliar rupiah).

5. Aspek Perlindungan Hukum dalam UU ITE
a) Perlindungan Data Pribadi
UU ITE mengatur tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik,

termasuk hak-hak pemilik data pribadi dan kewajiban penyelenggara sistem

elektronik.*’
b) Hak Pribadi
Setiap orang berhak untuk dilindungi hak pribadinya dari penggunaan data
pribadi secara tidak sah dalam transaksi elektronik.*®
c) Mekanisme Pengaduan
UU ITE mengatur mekanisme pengaduan bagi masyarakat yang merasa

dirugikan oleh konten atau informasi elektronik yang melanggar ketentuan UU

ITE.*

45 Maharani, R., & Prakoso, A. L. (2024). Perlindungan Data Pribadi Konsumen oleh Penyelenggara
Sistem Elektronik Dalam Transaksi Digital. Jurnal USM Law Review, 7(1), 333-347.

46 Suari, K. R. A., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi
di Indonesia. Jurnal Analisis Hukum, 6(1), 132-142.

47 Rumani, E. J. M. (2020). Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Dunia
Maya. Lex Crimen, 4(2).
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6. Penegakan Hukum UU ITE

a) Penyidikan

Penyidikan terhadap tindak pidana dalam UU ITE dilakukan berdasarkan

ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam UU ITE.*®

b) Pembuktian Elektronik

UU ITE mengatur tentang alat bukti elektronik yang sah dalam penegakan
hukum, termasuk:

- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

- Hasil cetak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

- Data yang tersimpan dalam sistem elektronik secara elektronik

- Surat dan/atau dokumen yang secara khusus berhubungan dengan Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik*

Kerjasama Internasional

UU ITE mengatur tentang kerjasama internasional dalam rangka penegakan
hukum di ruang siber, mengingat karakteristik aktivitas di dunia maya yang
bersifat lintas batas (borderless). Kerjasama ini meliputi:

- Bantuan timbal balik dalam masalah pidana

- Ekstradisi

- Pertukaran informasi tentang teknologi dan kejahatan siber

- Pelatihan dan pengembangan kapasitas penegak hukum

48 Sumenge, M. (2023). Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online. Lex
Crimen, 2(4).

4 Jeryawan, 1. (2024). Analisis Terhadap Efektivitas dan Efisiensi Alat Bukti Elektronik di
Pengadilan. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 5(2), 71-80.
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- Harmonisasi peraturan perundang-undangan antar negara®”

E. Tinjauan Umum Kebebasan Berpendapat Dalam Ajaran Islam
Dalam Islam, kebebasan berpendapat merupakan hak yang diakui dan dijamin,

selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Konsep ini berakar dari
ajaran Al-Qur'an dan Hadis yang mendorong umat untuk menggunakan akal dan
berdialog secara konstruktif.’! Salah satu ayat yang sering dijadikan rujukan adalah

firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 256:

Al Ge A AN (A 800 as) &)
"Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama; sesungguhnya telah jelas jalan yang
benar daripada jalan yang sesat." (QS. Al-Bagarah: 256)°>
Ayat ini menunjukkan penghormatan terhadap kebebasan individu dalam memilih
keyakinan dan menyatakan pendapat.
Nabi Muhammad SAW juga memberikan teladan dalam menerima kritik dan
masukan dari para sahabatnya. Dalam banyak peristiwa, beliau berdiskusi dan
mempertimbangkan pendapat orang lain dalam pengambilan keputusan, seperti dalam

Perang Uhud dan Perang Khandaq.>® Hal ini menunjukkan bahwa Islam mendorong

50 Ramadhani, F. (2023). Dinamika UU ITE Sebagai Hukum Positif di Indonesia Guna Meminimalisir
Kejahatan Siber. Kultura: Jurnal llmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, 1(1), 89-97.

5! Hafidz, M. (2021). “Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Islam.” Jurnal Studi Islam
Kontemporer, 5(2), 123—135.

52 Al-Qur’an, QS. Al-Bagarah: 256.

53 Rahman, F. (2020). “Freedom of Expression in Islamic Thought.” International Journal of Islamic
Studies, 8(1), 45-60.
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partisipasi aktif umat dalam urusan sosial dan politik melalui penyampaian pendapat
yang konstruktif.

Namun, kebebasan berpendapat dalam Islam tidak bersifat mutlak. Terdapat
batasan-batasan yang ditetapkan untuk menjaga keharmonisan masyarakat dan
mencegah penyebaran fitnah atau informasi yang menyesatkan. Sebagaimana
dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam Thya Ulumuddin, menjaga lisan dari ucapan
yang dapat merugikan orang lain merupakan bagian dari etika berbicara dalam Islam.>*

Dalam konteks kontemporer, para ulama dan cendekiawan Muslim terus
mengkaji dan menyesuaikan prinsip-prinsip kebebasan berpendapat dengan
perkembangan zaman. Mereka menekankan pentingnya kebebasan berpendapat yang
bertanggung jawab, yaitu yang disampaikan dengan niat baik, berdasarkan fakta, dan
tidak menimbulkan kerusakan sosial. Hal ini sejalan dengan tujuan utama syariat Islam,
yaitu menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan
(hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal).>®

Selain itu Dalam Islam, kebebasan berpendapat merupakan hak yang diakui,
namun tidak bersifat mutlak. Islam menempatkan ucapan sebagai amanah yang harus
dijaga dengan tanggung jawab moral dan sosial. Prinsip ini ditegaskan dalam sabda
Nabi Muhammad SAW: “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
hendaklah ia berkata baik atau diam” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini

menunjukkan bahwa setiap ucapan harus mengandung nilai kebaikan. Jika tidak

% Al-Ghazali. (n.d.). Thya Ulumuddin, Beirut: Dar al-Fikr.
55 Yusuf, A. (2022). “The Limits of Free Speech in Islam: A Contemporary Analysis.” Journal of
Islamic Ethics, 10(3), 200-215.
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mampu berkata baik, maka diam lebih utama sebagai bentuk pencegahan dari potensi
keburukan.>¢

Kebebasan berbicara dalam Islam juga sangat erat kaitannya dengan konsep
mas uliyyah  (tanggung jawab), di mana setiap individu akan dimintai
pertanggungjawaban atas apa yang diucapkannya.’’ Hal ini membatasi ruang ekspresi
yang bisa membahayakan orang lain, seperti ghibah, fitnah, atau ujaran kebencian,
meskipun dilakukan atas nama kebebasan berpendapat.

Selain itu, Islam mendorong penyampaian pendapat melalui cara-cara yang
bijak dan santun, sebagaimana perintah dakwah dengan hikmah dan mau‘izhah
hasanah.>® Dalam konteks media sosial modern, prinsip ini sangat relevan untuk
mencegah penyalahgunaan kebebasan berekspresi yang kerap terjadi, seperti
penyebaran hoaks, provokasi, atau penghinaan terhadap pihak tertentu. Dengan
demikian, kebebasan berpendapat dalam Islam bukanlah kebebasan tanpa batas,
melainkan kebebasan yang dibingkai oleh akhlak, kemaslahatan, dan penghormatan

terhadap hak orang lain.>

%6 Al-Ghazali, A. H. (2021). Etika Berkomunikasi dalam Islam: Antara Kebebasan dan Tanggung
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